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Abstrak

Fragmentasi data antarinstansi pemerintah masih menjadi kendala struktural dalam perumusan kebijakan
publik berbasis bukti di Indonesia, meskipun kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) telah diberlakukan sejak
2019 untuk menstandardisasi tata kelola data pada seluruh tingkatan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan
menganalisis kondisi tata kelola data lintas instansi dalam kerangka SDI dan pemerintah digital,
mengidentifikasi faktor penghambat integrasinya, serta merumuskan model tata kelola data lintas instansi
yang dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif
deskriptif dengan desain studi dokumen (desk research) yang memadukan pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan konseptual, menelaah regulasi, laporan capaian kinetja SDI, serta literatur
akademik nasional dan internasional secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi
SDI masih terkendala oleh lemahnya kepemimpinan fasilitatif, ego sektoral antarlembaga, ketimpangan
kapasitas kelembagaan daerah, serta interoperabilitas teknis yang belum merata, sehingea indeks capaian
SDI di berbagai daerah masih berada pada kategori cukup. Kebaruan penelitian ini terletak pada
perumusan model tata kelola data lintas instansi empat pilar—penguatan kelembagaan dan regulasi,
standardisasi dan interoperabilitas data, kolaborasi multipihak, serta pemanfaatan data untuk siklus
kebijakan berbasis bukti—yang mengintegrasikan prinsip Satu Data Indonesia dengan arsitektur
pemerintah digital. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola data lintas instansi bukan
sekadar persoalan teknis-infrastruktural, melainkan persoalan kelembagaan dan politik-birokrasi yang
menuntut kepemimpinan kolaboratif untuk menghasilkan kebijakan publik yang lebih responsif, akurat,
dan akuntabel.

Kata Kunci:  Satu Data Indonesia; tata kelola data; pemerintah digital; kolaborasi lintas instansi;
kebijakan publik berbasis bukti.

Abstract

Cross-agency data fragmentation remains a structural obstacle to evidence-based public policymatking in Indonesia, even thongh
the One Data Indonesia (Satn Data Indonesia/ SDI) policy has been in force since 2019 to standardize data governance
across all levels of government. This study analyzes the condition of cross-agency data governance within the SDI and digital
government framework, identifies the factors impeding its integration, and formulates a cross-agency data governance model
capable of improving public policy quality. The study employs a qualitative descriptive approach through desk research,
combining a statutory and conceptual approach to systematically examine regulations, SDI performance reports, and national
and international academic literatnre. The findings show that SDI implementation continues to be constrained by weak
Jacilitative leadership, persistent sectoral ego among institutions, uneven regional institutional capacity, and incomplete technical
interoperability, reflected in SDI achievement indices that remain at a “Sufficient” level in many regions. The novelty of this
study lies in the formulation of a four-pillar cross-agency data governance model—institutional and regulatory strengthening,
data standardigation and interoperability, multi-stakeholder collaboration, and data utilization for the evidence-based policy
cycle—that integrates the principles of One Data Indonesia with a digital government architecture. The study concludes that
strengthening cross-agency data governance is not merely a technical-infrastructural matter but an institutional and bureancratic-
political one that requires collaborative leadership to produce more responsive, accurate, and acconntable public poliy.

Keywords: One Data Indonesia; data governance; digital government; cross-agency collaboration; evidence-based
public policy
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PENDAHULUAN

Transformasi digital pemerintahan telah mengu-
bah cara negara memproduksi, mengelola, dan
memanfaatkan data untuk pengambilan keputu-
san. Kapasitas pemerintah untuk mengintegrasi-
kan data lintas sektor kini dipandang sebagai
prasyarat bagi tata kelola pemetintahan yang
responsif dan berbasis bukti (van Ootjen, Ubaldi
and Welby, 2019). Bank Dunia menegaskan bahwa
data merupakan aset strategis pembangunan yang
nilainya baru dapat direalisasikan apabila didukung
oleh kerangka tata kelola yang menjamin akses,
kualitas, dan interoperabilitas data antarlembaga
(Wortld Bank, 2021). Namun demikian, di banyak
negara berkembang, termasuk Indonesia, potensi
tersebut belum terwujud secara optimal karena
data pemerintah masih terfragmentasi ke dalam
silo-silo sektoral yang saling terpisah.

Pemerintah Indonesia meluncurkan kebijakan
Satu Data Indonesia (SDI) melalui Peraturan
Presiden Nomor 39 Tahun 2019 sebagai respons
atas persoalan fragmentasi data tersebut. Kebija-
kan ini mewajibkan seluruh instansi pusat dan
daerah memproduksi data berdasarkan empat
prinsip, yaitu standar data, metadata, interopera-
bilitas data, serta kode referensi dan data induk
(Republik Indonesia, 2019). SDI dijalankan
beriringan dengan kebijakan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur melalui
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018,
sehingga secara konseptual integrasi data dan
digitalisasi layanan pemerintahan seharusnya ber-
jalan sebagai satu ekosistem yang saling menopang
(Republik Indonesia, 2018). Sekretariat SDI me-
lapotkan bahwa portal data.goid telah meng-
hubungkan puluhan kementerian/lembaga pusat,
puluhan provinsi, dan ratusan kabupaten/kota,
dengan ratusan ribu dataset yang berhasil dihim-
pun, serta menegaskan bahwa membangun ke-
percayaan antarlembaga merupakan tantangan
paling mendasar dalam proyek lintas kementerian
semacam ini, karena sengketa data harus diselesai-
kan bersama para pemilik data tanpa terhalang ego
sektoral (Govlnsider, 2024).

Meski cakupan partisipasi tersebut terus meluas,
perluasan itu belum diikuti oleh peningkatan kua-
litas tata kelola data yang setara. Evaluasi Penye-
lenggaraan Statistik Sektoral dan Indeks SDI di
berbagai daerah masih menunjukkan skor pada
kategori “cukup”. Sebagai ilustrasi, penilaian SDI
Provinsi Jawa Tengah pada 2024 mencatat Indeks
SDI sebesar 66,44 dan Indeks Pembangunan

Statistik sebesar 2,61, meskipun kebijakan ini telah
betjalan lebih dari lima tahun (Widyastut, 2026).
Pola serupa ditemukan pada level kabupaten.
Ismail, Igirisa and Tohopi (2025), dalam kajian atas
implementasi SDI di Kabupaten Pohuwato,
menemukan bahwa integrasi tata kelola data masih
menghadapi kendala koordinasi antarperangkat
daerah dan keterbatasan kapasitas teknis pengelola
data. Firmansyah and Susanto (2023) memperkuat
temuan tersebut melalui identifikasi sejumlah
kegagalan implementasi SDI di pemerintah daerah
yang bersumber dari lemahnya komitmen pim-
pinan, minimnya sumber daya manusia tetlatih,
serta ketiadaan insentif kelembagaan bagi instansi
untuk berbagi data secara konsisten.

Pada level nasional, Bernot et al. (2024) menunjuk-
kan bahwa meskipun Indonesia merupakan salah
satu pelopor awal gerakan Open Government
Data di kawasan Asia Pasifik, dimensi kelembaga-
an penerapannya mencakup standardisasi, intero-
perabilitas, dan pelibatan aktor non-pemerintah
masth berada pada tahap awal pengembangan
dibandingkan negara maju, dan implementasinya
masih dihambat berbagai kendala kebijakan serta
administratif. Sejalan dengan itu, kajian atas dina-
mika reformasi birokrasi menunjukkan bahwa
keberhasilan program SDI sangat dipengaruhi
oleh derajat reformasi kelembagaan pendukung-
nya (Umasugi, 2025), sementara pada level kota,
penerapan  SDI  juga terbukt berkontribusi
terhadap keterbukaan informasi publik dan efisi-
ensi pengelolaan proses pemerintahan, sebagai-
mana ditunjukkan pada penerapannya di Pemerin-
tah Kota Mojokerto (Suryahadi, 2023). Temuan-
temuan ini menegaskan bahwa fragmentasi data
lintas instansi di Indonesia bersifat multidimensi:
bukan hanya persoalan teknis interoperabilitas
sistem, melainkan juga persoalan kelembagaan,
insentif, dan kepemimpinan kolaboratif.

Kajian terdahulu mengenai SDI umumnya bet-
fokus pada tiga arus utama. Pertama, kajian teknis-
metodologis yang mengembangkan kerangka
metadata dan standar data sektoral untuk menga-
komodasi karakteristik data terpusat maupun ter-
desentralisasi di daerah. Kedua, kajian implemen-
tasi kebijakan pada level lokal yang mendeskripsi-
kan proses input data dan hambatan birokrasi di
dinas-dinas teknis. Ketiga, kajian tata kelola
kelembagaan yang menyoroti relasi kekuasaan
antarlembaga dalam penyelenggaraan SDI. Giest
et al. (2025) menegaskan bahwa transformasi
digital dan berbasis data dalam tata kelola
pemerintahan mencakup tiga arus transformasi inti
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partisipasi publik, relasi dan organisasi, serta data
terbuka pemerintah yang ketiganya masih memer-
lukan konseptualisasi yang lebih terpadu dalam
penelitian kebijakan-data. Ketiga arus kajian SDI di
atas secara konsisten menunjukkan bahwa keber-
hasilan SDI sangat bergantung pada kualitas
koordinasi lintas instansi, bukan semata pada
ketersediaan infrastruktur teknologi informasi
(Bernot et al, 2024; Firmansyah and Susanto,
2023).

Meski memberikan kontribusi penting, penelitian
terdahulu memiliki keterbatasan. Studi teknis-
metodologis cenderung berhenti pada perumusan
standar data tanpa mengaitkannya secara eksplisit
dengan proses dan kualitas kebijakan publik yang
dihasilkan. Studi implementasi kebijakan pada level
lokal umumnya bersifat deskriptif-kasuistik pada
satu wilayah tertentu schingga generalisasi model
tata kelolanya terbatas. Sementara itu, studi tata
kelola kelembagaan lebih banyak menyoroti proses
interaksi antaraktor tanpa merumuskan model tata
kelola data yang secara eksplisit mengintegrasikan
prinsip SDI dengan arsitektur pemerintah digital
sebagai satu kesatuan siklus kebijakan berbasis data
(Hochtl, Parycek and Schoéllhammer, 2016; van
Ooijen, Ubaldi and Welby, 2019). Kesenjangan
penelitian (research gap) ini penting diisi karena
tanpa model tata kelola data lintas instansi yang
cksplisit dan terintegrasi dengan pemerintah
digital, kebijakan SDI berisiko berhenti pada
tataran teknis-administratif dan gagal memberikan
kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas
kebijakan publik berbasis bukti.

Tata Kelola Data (Data Governance)

Tata kelola data secara konseptual dipahami se-
bagai kerangka kebijakan, struktur, peran, dan
mekanisme akuntabilitas yang mengatur bagai-
mana data diproduksi, distandardisasi, dibagipakai-
kan, dan dimanfaatkan dalam suatu organisasi
(Otto, 2011). Otto (2011) merumuskan motfologi
tata kelola data ke dalam enam dimensi aktivitas,
keputusan, aturan, aktor/peran, instrumen, dan
domain data yang bersama-sama membentuk
arsitektur kelembagaan pengelolaan data. Dalam
konteks sektor publik, tata kelola data tidak dapat
direduksi menjadi sekadar penyediaan infrastruk-
tur teknologi informasi; ketersediaan data pe-
merintah semata tidak serta-merta menghasilkan
tata kelola data yang baik apabila tidak disertai
kejelasan peran, standar kualitas, dan mekanisme
akuntabilitas antarlembaga (Thompson, Ravin-
dran and Nicosia, 2015). Zhu (2017) menambah-

kan bahwa gerakan data terbuka pemerintah (gper
government data) berisiko mengalami kemunduran
apabila tidak dibarengi keberlanjutan kelembagaan
dan komitmen politik jangka panjang, sebagai-
mana ditunjukkan melalui studi historis atas ke-
gagalan salah satu episode awal gerakan tersebut.

Dalam kerangka SDI, prinsip tata kelola data
dioperasionalkan melalui empat elemen: standar
data, metadata, interoperabilitas data, dan kode
referensi/data induk (Republik Indonesia, 2019).
Elemen-elemen tersebut relevan dianalisis melalui
lensa morfologi Otto (2011) karena keempatnya
mencerminkan dimensi “aturan” dan “instrumen”
tata kelola data, sementara keberhasilan penera-
pannya sangat bergantung pada dimensi “aktor/
peran”, yakni pembagian tanggung jawab antara
pembina data, wali data (data steward), produsen
data, dan pengguna data pada setiap instansi.

Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Gover-
nance)

Karena tata kelola data lintas instansi melibatkan
banyak aktor pemerintah dengan kewenangan dan
kepentingan yang berbeda, penelitian ini meng-
gunakan teoti tata kelola kolaboratif dari Ansell
and Gash (2008) sebagai lensa analisis kedua.
Ansell and Gash (2008) mendefinisikan tata kelola
kolaboratif sebagai pengaturan pemerintahan di
mana satu atau lebih lembaga publik secara
langsung melibatkan pemangku kepentingan non-
negara maupun lintas lembaga dalam proses
pengambilan keputusan kolektif yang bersifat
formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif.
Model tersebut menekankan empat variabel kunci:
kondisi awal (starting conditions), kepemimpinan fa-
silitatif (facilitative leadership), desain kelembagaan
(institutional design), dan proses kolaborasi (collabora-
tive process) sebagai penentu keberhasilan kolaborasi
antarlembaga.

Emerson, Nabatchi and Balogh (2012) memper-
luas kerangka tersebut melalui model integratif
collaborative governance regime yang menekankan pen-
tingnya dinamika kolaborasi meliputi ketetlibatan
berprinsip (principled engagement), motivasi bersama
(shared motivation), dan kapasitas untuk bertindak
bersama (capacity for joint action) sebagai penggerak
utama tindakan kolaboratif dan dampak yang
dihasilkan. Kedua kerangka ini digunakan untuk
menganalisis mengapa koordinasi antarlembaga
dalam penyelenggaraan SDI kerap terhambat oleh
ego sektoral, kepemimpinan yang belum cukup
kuat menjembatani kepentingan lintas lembaga,
dan desain kelembagaan yang belum memberi
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insentif memadai bagi instansi untuk berbagi data.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
deskriptif dengan desain studi dokumen (desk re-
search), dipadukan dengan pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan pendekatan kon-
septual (conceptnal approach) yang lazim digunakan
dalam penelitian kebijakan dan hukum adminis-
trasi negara (Creswell and Creswell, 2018).
Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian
adalah menganalisis norma, kelembagaan, dan
konsep tata kelola data lintas instansi, bukan
menguji hubungan kausal antarvariabel secara
statistik.

Sumber data penelitian terdiri atas data sekunder
yang mencakup: peraturan perundang-undangan,
yaitu Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019
tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Presiden
Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerin-
tahan Berbasis Flektronik, dan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Republik
Indonesia, 2019, 2018, 1997), dokumen dan lapo-
ran capaian kinerja resmi penyelenggaraan SDI;
serta artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional
yang relevan dengan tata kelola data, pemerintah
digital, dan kebijakan berbasis bukd, yang diper-
oleh melalui penelusuran basis data akademik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi
kepustakaan (Zbrary research) dan penelusuran doku-
men resmi (documentary research), dengan kritetia in-
klusi berupa relevansi tema, kemutakhiran sumber
(diutamakan terbitan lima hingga sepuluh tahun
terakhir), dan kredibilitas penerbit. Analisis data
dilakukan melalui analisis isi kualitatif (gualitative
content analysis) dengan tahapan: reduksi data me-
lalui kategorisasi tema (tata kelola data, kolaborasi
lintas instansi, dan kualitas kebijakan publik);
penyajian data melalui sintesis tematik; dan
penarikan kesimpulan melalui triangulasi antara
temuan literatur akademik, ketentuan regulasi, dan
data capaian kinerja resmi SDI. Keabsahan data
diperoleh melalui triangulasi sumber, yaitu mem-
bandingkan temuan dari berbagai jenis dokumen
dan literatur untuk memastikan konsistensi in-
terpretasi.

Perlu ditegaskan bahwa penelitian ini tidak meng-
gunakan data primer berupa wawancara atau
survel terhadap informan tertentu; seluruh temuan
dan model yang dirumuskan bersumber dati
sintesis kritis atas dokumen resmi dan literatur
akademik yang telah dipublikasikan. Keterbatasan

metodologis ini membuka ruang bagi penelitian
lanjutan berbasis data primer, seperti wawancara
mendalam dengan wali data (data steward) pada
kementetian/lembaga dan pemerintah daerah, un-
tuk menguji dan memperkaya model yang di-
rumuskan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Berbasis Data dan Siklus Kebija-
kan Berbasis Bukti

Untuk menghubungkan tata kelola data dengan
kualitas kebijakan publik, peneliian ini meng-
gunakan konsep pemerintah berbasis data (data-
driven public sector) dari van Ooijen, Ubaldi and
Welby (2019), yang menegaskan bahwa pemanfa-
atan data secara sistematis pada seluruh tahap
siklus kebijakan dari perumusan agenda, formulasi,
implementasi, hingga evaluasi dapat meningkatkan
responsivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemetin-
tah. Hochtl, Parycek and Schollhammer (2016)
memperkuat argumen tersebut melalui model
integrasi big data ke dalam siklus kebijakan (policy
¢yele), yang menunjukkan bahwa data yang terstan-
dardisasi dan dapat diinteroperasikan memungkin-
kan analisis kebijakan yang lebih akurat, baik pada
tahap identifikasi masalah maupun evaluasi dam-
pak kebijakan. Pada aras yang lebih hilir, Sharma,
Kar and Gupta (2024) menunjukkan bahwa pem-
berdayaan warga digital melalui layanan peme-
rintah elektronik berkorelasi dengan peningkatan
akuntabilitas dan kualitas partisipasi publik, yang
menegaskan keterkaitan antara tata kelola data,
digitalisasi layanan, dan legitimasi kebijakan publik.

Ketiga kerangka teori tersebut, tata kelola data, tata
kelola kolaboratif, dan pemerintah berbasis data
digunakan secara terpadu dalam penelitian ini. Tata
kelola data menjelaskan dimensi struktural dan
instrumen pengelolaan data; tata kelola kolaboratif
menjelaskan dinamika relasi antaraktor dalam
penyelenggaraan data lintas instansi; sedangkan
konsep pemerintah berbasis data menjelaskan
bagaimana keluaran tata kelola data tersebut ber-
muara pada peningkatan kualitas kebijakan publik.
Integrasi ketiga teori ini menjadi dasar perumusan
model tata kelola data lintas instansi pada bagian
hasil dan pembahasan

Kondisi Tata Kelola Data Lintas Instansi da-
lam Kerangka SDI

Secara kuantitatif, penyelenggaraan SDI menun-
jukkan perluasan cakupan partisipasi instansi yang
cukup pesat: portal data.go.id telah menghubung-
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kan puluhan kementetian/lembaga pusat, puluhan
provinsi, dan ratusan kabupaten/kota, dengan
ratusan ribu dataset yang bethasil dihimpun
(Govlnsider, 2024). Sekretariat SDI menegaskan
bahwa persoalan mendasar penyelenggaraan SDI
bukan pada ketiadaan platform teknis, melainkan
pada dimensi telasional dan kelembagaan antar-
instansi, khususnya dalam membangun kepercaya-
an dan menyelesaikan sengketa data tanpa terha-
lang ego sektoral (Govlnsider, 2024).

Perluasan cakupan tersebut belum ditkuti pening-
katan kualitas tata kelola yang setara. Pada level
provinsi, evaluasi penyelenggaraan SDI Jawa
Tengah tahun 2024 mencatat Indeks SDI sebesar
606,44 berpredikat “cukup” meskipun kebijakan ini
telah diberlakukan lebih dari lima tahun, dengan
Indeks Pembangunan Statistik yang hanya menca-
pai 2,61 (Widyastuti, 20206). Pola serupa ditemukan
pada level kabupaten. Ismail, Igirisa and Tohopi
(2025) menemukan bahwa integrasi tata kelola data
di Kabupaten Pohuwato masith menghadapi ken-
dala koordinasi antarperangkat daerah dan keter-
batasan kapasitas teknis pengelola data. Firman-
syah and Susanto (2023) memperkuat temuan
tersebut melalui identifikasi kegagalan implemen-
tasi SDI di sejumlah pemerintah daerah, yang
bersumber dari lemahnya komitmen pimpinan,
minimnya sumber daya manusia terlatih, serta
ketiadaan insentif kelembagaan bagi instansi untuk
berbagi data secara konsisten. Sebaliknya, pada
level kota yang memiliki komitmen kepemimpinan
lebih kuat, penerapan SDI terbukti mampu men-
dorong keterbukaan informasi publik dan efisiensi
pengelolaan proses pemerintahan, sebagaimana
ditunjukkan pada kasus Pemerintah Kota
Mojokerto (Suryahadi, 2023).

Pada level nasional, Bernot et al. (2024) menunjuk-
kan bahwa meskipun Indonesia merupakan salah
satu pelopor awal gerakan Open Government Data di
kawasan Asia Pasifik, dimensi kelembagaan pene-
rapannya mencakup standardisasi, interopera-
bilitas, dan pelibatan aktor non-pemerintah masih
berada pada tahap awal dibandingkan negara maju,
dan implementasinya masih dihambat oleh ber-
bagai kendala kebfjakan dan administratf.
Umasugi (2025) menambahkan bahwa keberha-
silan program SDI dari perspektif reformasi
birokrasi sangat dipengaruhi oleh derajat reformasi
kelembagaan pendukungnya, bukan semata pada
ketersediaan regulasi. Temuan-temuan ini mene-
gaskan bahwa fragmentasi data lintas instansi di
Indonesia bersifat multidimensi: bukan hanya
persoalan teknis interoperabilitas sistem, melain-

kan juga persoalan kelembagaan, insentif, dan ke-
pemimpinan kolaboratif.

Permasalahan Tata Kelola Data Lintas Ins-
tansi

Dianalisis melalui kerangka Ansell and Gash
(2008), tantangan implementasi SDI dapat dipeta-
kan pada empat variabel kunci tata kelola
kolaboratif berikut: Pertama, pada dimensi kondisi
awal (starting conditions), terdapat ketimpangan
sumber daya dan kapasitas antarlembaga baik
antara kementerian atau lembaga pusat dengan
pemerintah daerah, maupun antarwilayah dengan
tingkat kematangan digital yang berbeda. Ketim-
pangan ini menciptakan asimetri kekuasaan dan
kepentingan yang berpotensi menghambat komit-
men kolaboratif instansi dengan kapasitas terbatas.

Kedua, pada dimensi kepemimpinan fasilitatif
(facilitative leadership), koordinasi SDI yang berada di
bawah kewenangan Kementerian PPN /Bappenas
bersama kementerian yang membidangi komuni-
kasi dan informatika serta Badan Pusat Statistik
memerlukan otoritas lintas sektor yang kuat untuk
menjembatani kepentingan antarlembaga. Ketika
otoritas koordinatif tersebut tidak diimbangi
kewenangan penegakan (enforcerment) yang mema-
dai, kepemimpinan fasilitatif berisiko menjadi
imbauan administratif semata, sebagaimana ter-
cermin dari masih rendahnya kepatuhan sejumlah
instansi dalam pemutakhiran metadata dan standar
data (Firmansyah and Susanto, 2023).

Ketiga, pada dimensi desain kelembagaan (zstitn-
tional design), kerangka regulasi SDI melalui Peratu-
ran Presiden Nomor 39 Tahun 2019 telah
menetapkan peran pembina data, wali data,
produsen data, dan penyelengegara portal SDI
secara formal (Republik Indonesia, 2019). Namun
demikian, desain tersebut belum sepenuhnya
ditkuti mekanisme akuntabilitas serta insentif dan
disinsentif yang mengikat, sehingga kepatuhan
instansi terhadap prinsip satu data cenderung bet-
sifat sukarela.

Keempat, pada dimensi proses kolaborasi (collabo-
rative process), interaksi antarinstansi dalam penye-
lenggaraan SDI masih didominasi pola koordinasi
hierarkis-birokratis, dengan pelibatan sektor swas-
ta, akademisi, dan masyarakat sipil yang relatif
terbatas. Padahal, Emerson, Nabatchi and Balogh
(2012) menegaskan bahwa keterlibatan berprinsip
dan kapasitas untuk bertindak bersama antar-aktor
termasuk aktor non-pemerintah merupakan peng-
gerak utama efektivitas tata kelola kolaboratif.
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Keempat, tantangan tersebut saling berkelindan
dan menjelaskan mengapa capaian kuantitatif SDI
jumlah instansi dan dataset yang terhubung belum
sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas data
yang dapat diandalkan untuk perumusan kebija-
kan.

Model Tata Kelola Data Lintas Instansi untuk
Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik

Berdasarkan sintesis teoretis dan analisis kondisi
empiris di atas, penelitian ini merumuskan model
tata kelola data lintas instansi yang terdiri atas
empat pilar yang saling terintegrasi, sebagaimana
diuraikan berikut:

Pilar pertama yaitu penguatan kelembagaan dan
regulasi (zustitutional and regulatory strengthening). Pilar
ini menekankan perlunya penguatan ototitas koor-
dinatif Forum SDI melalui mekanisme akunta-
bilitas yang lebih mengikat, termasuk indikator
kinetja pengelolaan data yang terintegrasi dengan
evaluasi kinerja instansi dan alokasi anggaran,
sejalan dengan argumen bahwa ketersediaan data
pemerintah tidak identik dengan tata kelola data
yang baik tanpa struktur akuntabilitas yang jelas
(Thompson, Ravindran and Nicosia, 2015).

Pilar kedua yaitu standardisasi dan interoperabilitas
data (data standardization and intergperability). Pilar ini
men-cakup penguatan empat prinsip SDI standar
data, metadata, interoperabilitas, dan kode refe-
rensi/data induk melalui kerangka metadata yang
mengakomodasi  karakteristk data  terpusat
maupun terdesentralisasi di berbagai daerah, seja-
lan dengan morfologi tata kelola data yang me-
nempatkan aturan dan instrumen sebagai dimensi
inti tata kelola (Otto, 2011).

Pilar ketiga yaitu kolaborasi multipthak (zultr-
stakeholder collaboration). Pilar ini memperluas peliba-
tan aktor di luar pemerintah, termasuk akademisi,
sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam proses
perumusan standar, audit kualitas data, dan pe-
manfaatan data terbuka. Pilar ini menjawab ke-
lemahan dimensi proses kolaborasi yang teridenti-
fikasi pada bagian 4.2, sckaligus memperkuat
kondisi awal dan kepemimpinan fasilitatif melalui
distribusi peran yang lebih inklusif (Ansell and
Gash, 2008; Emerson, Nabatchi and Balogh,
2012).

Pilar keempat yaitu pemanfaatan data untuk siklus
kebijakan betbasis bukti (data utilization for the
evidence-based policy ¢ycle). Pilar ini menempatkan
integrasi data lintas instansi bukan sebagai tujuan
akhir, melainkan sebagai instrumen untuk mem-

perkuat setiap tahap siklus kebijakan publik seperti
identifikasi masalah, formulasi alternatif kebijakan,
implementasi, hingga evaluasi dampak sejalan
dengan kerangka pemerintah berbasis data dan
integrasi big data dalam siklus kebijakan (van
Ooijen, Ubaldi and Welby, 2019; Hochtl, Parycek
and Schéllhammer, 2016).

Keempat pilar tersebut bersifat siklikal dan saling
menguatkan yakni penguatan kelembagaan me-
nyediakan basis otoritas dan insentif bagi stan-
dardisasi data; standardisasi data memungkinkan
interoperabilitas teknis yang menjadi prasyarat
kolaborasi multipihak, kolaborasi multipthak
memperkaya kualitas dan cakupan data, dan pada
akhirnya, kualitas data yang terintegrasi tersebut
menjadi input bagi kebijakan publik berbasis bukti
yang, pada gilirannya, dapat mendorong penguatan
kelembagaan lebih lanjut melalui evaluasi kebija-
kan berbasis data. Proses penguatan tata kelola
data lintas instansi ini juga dapat dipahami sebagai
bentuk pembelajaran kebijakan (policy learning) yang
berlangsung bertahap dan iteratif, bukan peruba-
han yang terjadi sekaligus (Dunlop and Radaelli,
2018).

Implikasi terhadap Kualitas Kebijakan Publik

Model tata kelola data lintas instansi ini memiliki
implikasi penting bagi kualitas kebijakan publik
pada tiga aspek. Pertama, aspek akurasi kebijakan
(policy accuracy) meningkat karena data yang terinte-
grasi dan terstandardisasi mengurangi duplikasi
serta inkonsistensi angka antarlembaga yang
selama ini kerap menjadi sumber kebijakan yang
tidak tepat sasaran. Kedua, aspek responsivitas
kebijakan meningkat karena interoperabilitas data
memungkinkan pemerintah merespons peruba-
han kondisi lapangan secara lebih cepat, sebagai-
mana ditekankan dalam konsep pemerintah ber-
basis data (van Ooijen, Ubaldi and Welby, 2019).
Ketiga, aspek akuntabilitas kebijakan menguat
karena keterbukaan dan keterlacakan data (data
traceability) memperkuat mekanisme evaluasi dan
pertanggungjawaban publik atas kebijakan yang
diambil, sejalan dengan temuan bahwa pember-
dayaan warga digital berkorelasi dengan akuntabi-
litas dan kualitas partisipasi publik (Sharma, Kar
and Gupta, 2024).

Penelitian ini juga menemukan bahwa keber-
hasilan model tersebut sangat bergantung pada
komitmen politik jangka panjang. Zhu (2017) me-
ngingatkan bahwa gerakan data terbuka pemerin-
tah berisiko mengalami kemunduran apabila
dukungan kelembagaan dan politik tidak berkelan-
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jutan. Oleh karena itu, keberlanjutan model tata
kelola data lintas instansi yang diusulkan dalam
penelitian ini perlu diiringi penguatan regulasi
turunan, peningkatan kapasitas sumber daya ma-
nusia pengelola data, serta insentif kelembagaan
yang konsisten di seluruh tingkatan pemerintahan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi tata
kelola data lintas instansi dalam kerangka Satu
Data Indonesia dan pemerintah digital masih
menghadapi tantangan multidimensi yang men-
cakup ketimpangan kapasitas kelembagaan, kepe-
mimpinan fasilitatif yang terbatas, desain kelem-
bagaan yang belum sepenuhnya mengikat, serta
proses kolaborasi yang masih didominasi pola
hierarkis-birokratis dengan pelibatan aktor non-
pemerintah yang minim. Kondisi ini menjelaskan
mengapa petluasan cakupan kuantitatif SDI belum
ditkuti peningkatan kualitas data yang setara di
berbagai daerah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian ini
merumuskan model tata kelola data lintas instansi
empat pilar penguatan kelembagaan dan regulasi,
standardisasi dan interoperabilitas data, kolaborasi
multipihak, serta pemanfaatan data untuk siklus
kebijakan berbasis bukti yang secara eksplisit
mengintegrasikan prinsip-prinsip  SDI  dengan
teorti tata kelola kolaboratif dan konsep pemerintah
berbasis data. Model ini menegaskan bahwa pe-
nguatan integrasi data lintas instansi bukan semata
persoalan teknis-infrastruktural, melainkan persoa-
lan kelembagaan dan politik-birokrasi yang me-
nuntut kepemimpinan kolaboratif yang kuat.

Kontribusi penelitian ini bersifat konseptual dan
kebijakan. Secara konseptual, penelitian ini mem-
perkaya kerangka analisis tata kelola data sektor
publik dengan mengintegrasikan teoti tata kelola
kolaboratif dan siklus kebijakan berbasis data ke
dalam konteks SDI Indonesia. Secara kebijakan,
model empat pilar yang dirumuskan dapat menjadi
rujukan bagi Forum SDI dan pemerintah daerah
dalam merancang strategi penguatan tata kelola
data yang lebih terintegrasi. Penelitian lanjutan
berbasis data primer termasuk wawancara men-
dalam dengan wali data dan pembina data pada
berbagai instansi diperlukan untuk menguji dan
memperkaya model ini secara empiris.
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